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- TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA :
'PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

' KABUPATEN BOALEMO B
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

S BUPATI BOALEMO o

- Menirhbang . a bahwa dalam rangka perbaJkan orgamsam, ketatalaksanaan
| L ~ dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan
| uraian analisa . Jabatan pada setlap Jabatan untuk
’mewu3udkan pegawa1 negeri sipil yang profesmnal berdaya ‘
guna dan barhasil guna; |

’ 7 b. bahwa untuk menentukan forma31 Jabatan, peringkat‘ .
e e ‘ Jabatan dan evalua31 Jabatan perlu dllakukan Anahsxs Beban '
PARAF KOORDINAS) | ke |

borpnASs b M ' c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud

L aADA s dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan i
 BADAW
‘ e Bupati Boalemo tentang Analisis Jabatan dan Analisis

K £ &sé‘?“"‘%&’? ;

j’Bebam Kerja pada Dinas = Sosial dan Pemberdayaan'

g BA&;L&N o 1 'Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo;
L ,

t
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 BAR ﬁ E"" Héﬁ ;‘:X PICH q Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Repubhk ndonesia
: : Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik

: W,»Ei}? B \/’ : Indonesia Nomor 3899) sebagalmana telah di ubah dengan |

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2()00 tentang Perubahan |
Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik

LN

FoirATIAS WL i
ARG HURUN {ﬂr‘ﬁf‘fgﬁw

Menglngat 1. Undang—Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan o




hey

E Indonesm Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Nomor 3965)

. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), |

; Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Slpll
. ~Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014

Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indones‘i,agw .

o Nomor 5494); ;
.',f,wUndang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan E
~ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
'* Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
- dengan Undang—Undangg Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedila ‘Atas Undahg—Undang Nomor 23Repub1i

Indonesia Tahun 20 14 Tentang Pemerintahan Daerah
: (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 ‘Tambahan
: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); '

Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang‘
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahunf |
20 16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 5887)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 12017 téntangA :
Manajemen PNS (Lembaran Negara Repubh'k Indbriesia Tahun

- 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 6037)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman

 Analisis jabatan;

Peraturan Menteri Négara Pendayagunaan Aparatui‘ Negara dan ,

Reformasi ‘,Bi'rokrasi - Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); | | '

. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 20 15 tentang ‘
: Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
‘Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Ménteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahuknk f




12.

‘Menetapkan :

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ‘,Dalam Negeri

‘Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

: Daerah (Benta Negara Repubhk Indonesm Tahun 2018 Nomor

157);

10. Peraturan Kepala Badan KepegawaianrNegara Nomor 12 Tahun

11.

2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 65);
Peraturan Bupati Boalemo Nomor 39 Tahun 20 16 tentang

: ‘kedudukan, Susunan ,organisasi, Tugas Fungsi dan Tata kerja

. Dinas Sosial dan Pemberdayaan dan Desa (Benta Daerah
 Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 584); - 4

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG ANALISIS

JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS

 SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATA DAN DESA
 KABUPATEN BOALEMO |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ’

: Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

, | pemerintah daerah dan. dewan perwakﬂan rakyat daerah ‘mehurut‘ asas

otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

| "dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indone31a

3 "Pemermtah Daerah adalah Bupatl sebagai unsur penyelenggara

, ,pemerlntahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerlntahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat |

Daerah dalam peneyelenggaraan urusan pemermtahan yang menjadi

kewenangan daerah.

5. Bupati adalah Bupati Bdalemo. ‘




6. :‘Skekretéiris Daei‘ah ad;a]ah Sekretaris Daerah Kabupateﬁ Boalemo.
7. Kadis adalah unsur pimpinan SOPD pemerintah kabupaten Boalemo.
e ,‘ 8 Pe'gawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai
k -~ Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah ljaerah-Kabupaten Boalemo
9. Jabatan: a’d‘alah' kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, :
o ,Wewenang,‘ dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu orgariisasi S
, - Negara. Sl | | s |
S ’10.k : Jabatan lepman Tlnggl adalah sekelompok Jabatan tmgg1 pada instansi G
' pemenntah : , ; ¥
: 11 ,Jabatan Administrasi terdm atas Jabatan Admlmstrator, Jabatan k
Sl £ - Pengawas, dan Jabatan Pelaksana S ‘
: 12 Jabatan Admlmstrator adalah suatu kedudukan yang menun_]ukkan B
s : ‘tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawa1 Negen Slpll R
N ; dalam rangka mermmpm pelaksanaan seluruh keglatan pelayanan pubhk -
, S : serta administrasi pemenntahan dan pembangunan ‘
13 JJabata.n Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,, |
SH }‘tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawal Negerl Sipil dalam S
rangka mengendahkan pelaksanaan keglatan yang dllakukan oleh pejabat’
& pelaksana ; , : ,,
' 14. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,»
k ,tanggung Jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam ‘
f  rangka melaksanakan keglatan pelayanan publik serta admlnlstrasi
| : pemenntahan dan pembangunan F ‘ ST
15 Jabatan Fungsmnal adalah - sekelompok jabatan yang berisi fung31 danf
. . ‘,tugas berkaltan dengan pelayanan fungsmnal yang berdasarkan pada“ o
keahlian dan keterampllan tertentu dan kenaikan pangkatnya i: 2
; ~ diisyaratkan dengan angka kredit. . ,
i 16. fAnahSIS Jabatan adalah proses, metode dan tekmk untuk mendapatkan
e data Jabatan yang diolah menJadl informasi jabatan;
i 17 Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik mana_]men yang dilakukan
- ~i'_;secara s:stematls untuk _memperoleh informasi = mengenai tingkat
i} ,keyfekﬁvitas dan efisiensi kerja berdasarkan volume kerja; ‘ _ | o
: 1'8‘.  ‘Jabatan Fungsmnal Tertentu - adalah ' suatﬁ kedudukan yang
| | fmenunjukkan tugas, tanggung Jawab wewenang dan hak seseorang -
. pegawai negeri ‘dalam suatu orgamsam yang dalam pelaksanaan tugasnya

 didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampllan tertentu serta bersifat




19,
~ jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. Ringkasan tugas E

20,

mandm dan untuk kenalkan Jabatan dan pangkatnya dlsyaratkan dengan

-~ angka kredit. ;
'Ringkasan Tugas Jabatan merupakan 1khtlsar dan keseluruhan tugas

Jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam

, jabatah yang bersangkutan.

Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas

| jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan

- dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan f

perangkat kéxja‘ dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap

21,

22,

jabatan berisi sekelompok tugas yang beﬁSi,antara 5 (lima) sampai‘lQ

(dua belas) ‘tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian

‘tugas,f ‘gambaran tentang apa yang dikeljakan, - mengapa haru's" :

dlkeljakan, dan baga1mana cara mengerjakannya.

Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawal Negen S1p11

‘berdasarkan jabatannya dalam rangka1an susunan kepegawalan yang

digunakan sebagai dasar penggajian.

‘Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh

o seseorang untuk menduduki suatu Jabatan dan merupakan tuntutan

23,

: kemampuan kerja yang dltunjukkan dengan keahlian atau keterampilan :

kerja yang dndentlfikam dari pemlhkan pengetahuan kerja pendidikan,

kpeklatlhank, pengalaman ker_]a, dan kemampuan dari aspek psikologis dan

kekuatan fisik.
Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan secara vert1ka1 '

maupun honzontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung ’

jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh
o e Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
24

Uraian Jabatan adalah uralan tentang informasi dan karakteristik

, _]abatan seperti nama jabatan, kode Jabatan umt kerja, ringkasan tugas

jabatan, hasﬂ kerja, bahan kerja, perangkat/ alat ker_]a, tanggung jawab,

'wewenang, rincian tugas, nama jabatan dlbawahnya, korelasi Jabatan,

keadaan tempat kerja prestas1 ker_]a, upaya ﬁ31k remko bahaya dan

o syarat _]abatan




- BABII
MAKSUD DAN TUJUAN
© Pasal 2

~ analisis jabatan diguhakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan

. program '~ pembinaan/ penataan kelembagaarL - kepegawaian,

- 'ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendldlkan dan pelatihan

)

- program dan, keglatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap o

aparatur

anallsls Jabatan dlgunakan sebaga1 dasar dalam penyusunan kebl_]akan
pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya =
BAB III

RUANG LINGKUP
Pasal 3

| Ruang hngkup pengaturan dalam Peraturan Bupat1 ini adalah

a

o a0 P‘"

o

“analisis _]abatan

‘analisis beban kerja; :

kegunaan analisis jabatan dan analisis béban kerja; |

‘kewenangan; dan

‘momtorlng, Evalua31 dan Pengendahan

BAB IV
ANALISIS JABATAN
Pasal 4

Analisis Jabatan dlsusun sebagal dasar untuk memperoleh mforrna31 |

i 7 jabatan secara lebih tepat dan akurat.
(2)

Analisis Jabatan sebagaJmana dlmaksud pada ayat (1) disusun sebagai
dasar pengelolaan kepegawalan khususnya penataan PNS pada Dinas

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kepentingan

~ kelembagaan, kepegawaian, ketatalakSanaan dan : pengawasan serta
~ akuntabilitas. |

BABV
ANALISIS BEBAN KERJA
Pasal 5

Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah

pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi




kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas Sosial
2 dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

= (2) ’I‘uJuan Anahs1s Beban Kerja sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebagai
 ’ ; dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang dlperlukan oleh Dinas
e Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam’ pelaksanaan tugas

~ dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BABVI
s ; ; Pasal 6 B
- (’1) ' Ana11s1s Jabatan dan Anahsls Beban Kelja dlpergunakan untuk
| . Perencanaan kebutuhan PNS |
."Rekrmtmen, calon PNS;
'Penempa‘tan PNS;
. Pengendalian PNS
. Pendidikan dan pelat1han PNS
Pengembangan PNS; dan
h . Kesejahteraan PNS. i i
~ (2)‘ Kegunaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sesuai kk‘ewyenanga-nnya '
 dilakukan oleh: , g
‘a. Dinas 8031a1 dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; -
'b Badan Kepegaweuan Daerah, Pendldlkan dan Pelatlhan |
- c. Bag1an Hukum dan Orgmsam

n o‘c:i‘,o cf'm

Pasal 7

(1) Analisis Jabatan dan Anah31s Beban Kerja dllakukan terhadap Jabatan :
\ plmpman tinggi, jabatan admlnlstra31 dan _]abatan fungsmnal pada Dinas |

i i Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. o
. : ‘i(2) 'Ana11s1s Jabatan sebagalmana dunaksud pada ayat (1) diolah menjadi
informasi Jabatan mehput1 '
a. Nama jabatan;

. Kode jabatan;

G‘ |

Umt orgamsa31 :

Kedudukan dalam struktur organisasi;
Ikhtisar Jabatan

Ura_l_an tugas;

Bahan kelja; -

@ oo 9#‘ o




- h. Perangkat/ alat kerja
-i. Hasil kerja;

- R

. j. Tanggung jawab;
Wéwenang; g
Korelasi jabatan' ,
] Kond1s1 hngkungan kerja,
Re31ko bahaya
Syarat Jabatan,
Prestasi yang diharapkan; dan

8 0B 9

(3)

- q. Butir informasi lain.

Anahsls Beban Kerja berupa jumlah formasi Jabatan dan pegawa1 yang
dlbutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Dan

- Pemberdayaan Masyarakat‘dan Desa sesuai dengan beban’k‘e'rja jabatan.

@

Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kelj’a' Dinas Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagalmana tercantum dalam ) |
Lamp1ran I dan Lampiran II Peraturan Bupatl ini. ‘
‘Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebaga.lmana |

i dlmaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dlnas Sosial

| G

dan Pemberdayaan Masyarakat dan‘-k Desa setelah mendapat validasi dari

Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.

"BABVII

KEWENANGAN
.  Pasal 8 : . ; ‘ ,
'Anélisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja' merupakah kewenangank Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyaarakat ‘dan Desa dalam hal inif

F  dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Organisasi.
@

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana

‘dimaksud pada ayat (1) dapat :mengikutsertakan Organisasi Perangkat

 Daerah terkait dan / atau pihak lain.

SO 'BAB VIII
' MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 9 | |

.Bagian Hukum dan Organisasi melaksanakan ’monit'oring ‘terhadap'

: ‘pemanfa'atan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja




T

Ry 4

Jpada Dlnas Somal dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berkala

N atau sewaktu—waktu sesua1 kebutuhan

‘ »5(2) Evaluas1 dan pegendahan kebijakan/ pengaturan anallsls _]abatan dan

ana11s1s beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan
‘penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Mas:yarakat dan kDesa" dilaksanakan oleh 'Badan Kepegawaian Daerah,
‘Pend1d1kan dan Pelatihan dan Bagian Hukum dan Organisasi.

o | (3) Pelaksanaan eva.lua31 dan pengendalian sebagalmana dimaksud pada ayat

o (2), Baglan Hukum dan Organisasi dapat berkoordma31 dengan Organlsas1

Perangkat Daerah terkait.

. (4) Anggaran  pelaksanaan monitoring, evaluas‘ik dan p:engendalian

i sebagaimana dimaksud,pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankah |

o pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ‘melalui Dokumen |

e Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum dan Orgamsa31 Sekretarlat' :

E Daerah Kabupaten Boalemo.

'BABIX
KETENTUAN PENUTUP
« Pasal 10 ,
Peraturan Bupat1 ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan =

_~ Bupati ini ‘dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

. Diundangkan di Tilamuta -
o vtpada tanggal IS“A‘judd‘ 2019 S
SEKRETA IS DAE KABUPATEN BOALEMO

~ Ditetapkan di Tilamuta

~ 4DARWIS MORIDU\/'
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : &2  TAHUN?2019
TANGGAL: I ABUSYUS 2019

| TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS wmuw»pz NMW&P mu>U> UH2>m mOmbﬁv U>Z ESU

KABUPATEN WOELMZO

, Ub.m.eﬂbuﬂ HASIL ANALISIS &>N>.H>Z sz bzgummm wwwbz NHEP

DINAS SOSIAL sz PMD KABUPATEN WOPEHEO

#

NO

NAMA JABATAN

PEGAWAI
EXISTING

KEBUTUHAN

- IDEAL

KELEBIHAN/K
EKURANGAN

R 2
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD

'3 ~

A

—t

}

SEKRETARIS DINAS

-t

e

1.1 Kasubag umum dan Kepegawaian

a. Pengadministrasi Umum

b. Pengadministrasian Barang

~_c. Pengadministrasian Persuratan

d. Pengadministrasian Kepegawaian

ololololo |olo|n

e. Pengemudi

!
[y

1.2 Kasubag Penyusunan Program

‘a. Pengadministrasian Perencanaan dan vwomnmg

_b. Penyusun Program Anggaran dan Laporan

1.3 = Kasubag Keuangan

~-a. Bendahara

b. Pengadministrasian Noﬁmsmmb

C. Huwbmm_o_m Data >ﬁrwmmp & wumsm&oym data m_wnoB ch.mbmm ;

(ol le] {a] jo] o] (o] o]

et et [k b f e [ [t e e e et et | e |
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Kabid Rehabilitasi, Perlindungan dan thmbms Sosial

‘a. Kasie Perlindungan Jaminan Sosial

s R e

- Pengelola data Bantuan Sosial

- Analis mitigasi bencana

b. Kasie Rehabilitasi Jamina Sosial

- Pengelola Rehabilitasi Sosial

- Pengadministrasian Rehabilitasi masalah sosial

[Ty Sy ey e N

o e L e et Rl R

c. Kasie Penyuluhan, Pengelolaan data dan jaminan sosial

—

[

lolo|ololololo]

- pengelola data bantuan sosial _

oJlo

Kabid wanan&n«SwB Emn%mnmwmn ma wovaumﬂuwB Desa
Tertinggal

o

‘a. Kasie pengembangan Gmmwm _wwoson: mm _uowm%msms

‘Masyarakat

- Pengelola Data pemberdayaan Ekonomi NoEmH.mm ,

- Analis Institusi Masyarakat Pedesaan

b. Kasie Pemberdayaan Masyarakat

- Pengelola Keuangan dan pendapatan Desa

(o] {o] (o] (o] =]

- Pengelola data HuoB_u@am%mmb Bmm%mwmwmﬁ dan
kelembagaan

-

[y

c. Kasie Desa .waﬂsmmm_

: -ﬁoﬂ%&ﬂw @ma,cmbmssmb Desa emauwbo:

olojo

e T

i e i f i f
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4 Kabid woBvaunnMnmb & WanHMmbwb Fakir Emmwun

a. Kasie Pemberdayaan Sosial

- - Pengelola bantuan Sosial & Hibah

- Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial

b. Kasie Penanganan Fakir Miskin

-Pengelola Pembinaan Bantuan

[y GUY WY Fy e Y
(WY W'y FUTY FEY JEY RNy Y

- Pengelola Bantuan Sosial dan hibah

§

e I et e . i e P

o] le] jo] (o] (o] {o] [
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